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ABSTRAK 

Surat Keterangan Ahli Waris (SKAW) merupakan salah satu produk layanan dari 

Kelurahan Pulo Gadung sebagaimana yang tertuang dalam Surat Keputusan Lurah 

Kelurahan Pulo Gadung Nomor 22 Tahun 2025, yang berperan penting dalam 

memberikan kepastian hukum mengenai kedudukan ahli waris pasca kematian 

pewaris sebagai dasar pembagian waris secara sah dan sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku. Namun dalam proses pembuatannya masih ditemukan beberapa kendala, 

beberapa diantaranya seperti ketidaklengkapan dokumen persyaratan yang diajukan 

pemohon, permohonan yang terhenti hanya sampai di tingkat RT/RW, dan 

keterbatasan penyelesaian sengketa waris. Untuk itu, tujuan penelitian ini adalah 

untuk menganalisis penerapan prinsip akuntabilitas publik dalam  proses pembuatan 

Surat Keterangan Ahli Waris (SKAW) di Kelurahan Pulo Gadung, Kota Administrasi 

Jakarta Timur. Penelitian ini untuk menganalisis seluruh proses pelayanan 

administrasi hingga kendala yang dihadapi aparatur maupun masyarakat dalam 

pembuatan Surat Keterangan Ahli Waris (SKAW) tersebut. Metode penelitian yang 

digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif melalui wawancara mendalam, 

observasi, dan dokumentasi dengan model analisis data Miles dan Huberman. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip akuntabilitas publik dalam 

pelayanan SKAW secara umum telah berjalan dengan baik melalui adanya dasar 

hukum, standar pelayanan, kepastian waktu, keterbukaan informasi, dan pelayanan 

tanpa biaya. Namun, masih diperlukan peningkatan pemahaman masyarakat terhadap 

persyaratan administrasi, penguatan koordinasi dengan RT/RW, serta optimalisasi 

pemanfaatan media digital dan kapasitas aparatur untuk mewujudkan pelayanan 

SKAW yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel. 

Kata Kunci: Akuntabilitas Publik, Pelayanan Publik, Surat Keterangan Ahli 

Waris (SKAW) 
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ABSTRACT 

The Certificate of Inheritance (Surat Keterangan Ahli Waris/SKAW) is one of the 

public administrative services provided by the Pulo Gadung Urban Village Office, as 

stipulated in the Decree of the Head of Pulo Gadung Urban Village Number 22 of 

2025. It plays an essential role in providing legal certainty regarding the status of 

lawful heirs following the death of a decedent and serves as the legal basis for the 

distribution of inheritance rights in accordance with applicable laws and regulations. 

However, several challenges remain in the issuance process, including incomplete 

administrative documents submitted by applicants, applications that are discontinued 

at the neighborhood (RT/RW) level, and the limited authority of the Urban Village 

Office in resolving inheritance disputes. Therefore, this study aims to analyze the 

implementation of the principles of public accountability in the process of issuing 

Certificates of Inheritance (SKAW) at the Pulo Gadung Urban Village Office, East 

Jakarta Administrative City. This study to examine the entire administrative service 

process and identify the challenges encountered by both public officials and the 

community in the issuance of Certificates of Inheritance (SKAW). A qualitative 

descriptive research method was employed using in-depth interviews, observations, 

and document analysis, with data analyzed through the Miles and Huberman 

interactive analysis model. The findings indicate that the implementation of public 

accountability principles in the SKAW service has generally been carried out 

effectively, as reflected in the existence of a clear legal framework, established 

service standards, certainty of processing time, transparency of information, and 

free-of-charge services. Nevertheless, improvements are still needed to enhance 

public understanding of administrative requirements, strengthen coordination with 

neighborhood administrators (RT/RW), and optimize the use of digital media and the 

capacity of public officials to deliver more effective, transparent, and accountable 

SKAW services. 

Keywords: Public Accountability, Public Service, Certificate of Inheritance 

(SKAW) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Salah satu upaya strategis dalam mewujudkan fungsi-fungsi 

pemerintahan yang baik (good governance) dinilai berdasarkan kualitas 

layanan publik lembaga pemerintah atau instansi dalam menyediakan 

pelayanan yang memenuhi atau bahkan melebihi harapan masyarakat (Iqbal 

et al., 2024). Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik, yang dimaksud dengan pelayanan publik adalah segala 

bentuk kegiatan baik dalam jasa, dan/atau pelayanan administratif yang 

disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Secara normatif, Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan publik juga menyebutkan 

indikator standar pelayanan publik yang meliputi: (1) Standar pelayanan yang 

jelas; (2) Kepastian waktu penyelesaian; (3) Biaya/tarif yang transparan; (4) 

Prosedur yang sederhana; (5) Kompetensi pelaksana; dan (6) Penanganan 

Pengaduan. Keenam indikator tersebut menjadi tolak ukur bagi pemerintah 

dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas kepada seluruh 

masyarakat.  

Dalam konteks layanan publik, implementasi prinsip-prinsip good 

governance sebagaimana yang disebutkan menurut UNDP (United National 

Development) terdiri dari beberapa karakteristik diantaranya adalah 

partisipasi (participation), supremasi hukum (rule of law), transparansi 

(transparency), responsivitas (responsiveness), orientasi konsensus 

(consensus orientation), keadilan (equality), efektivitas dan efisiensi 

(effectiveness and efficiency), akuntabilitas (accountability), dan visi strategis 

(strategic vision) menjadi suatu keharusan (UNDP, 1997). Keberhasilan suatu 

negara dalam menyelenggarakan layanan publik yang prima tidak hanya 

mencerminkan kualitas administrasi publiknya, tetapi juga integritas dari 

pejabat publik yang terlibat. Untuk itu, akuntabilitas menjadi salah satu 
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prinsip yang sangat penting dalam mewujudkan sistem tata kelola 

pemerintahan yang baik (good governance) menjadi pedoman untuk menilai 

sejauh mana penyelenggaraan pelayanan publik oleh pemerintah. 

Prinsip akuntabilitas yang diterapkan pada instansi pemerintahan 

memiliki kewajiban untuk menyampaikan informasi secara terbuka kepada 

para pemangku kepentingan mengenai tindakan, proses, serta capaian kinerja 

yang telah dilakukan (Lumentah et al., 2018). Prinsip ini menegaskan bahwa 

organisasi pemerintah harus memiliki perumusan visi, misi, tujuan, dan 

sasaran terarah serba terukur dalam setiap program yang telah berjalan, 

sedang dilaksanakan, maupun yang direncanakan.  

Di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik Pasal 4 juga disebutkan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik juga 

menekankan pentingnya kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat 

sebagai pengguna layanan dengan penyelenggara pelayanan publik. Pasal ini 

menegaskan bahwa setiap proses pelayanan publik harus memiliki dasar 

hukum yang jelas, prosedur pelayanan yang transparan, serta standar 

pelayanan yang dapat diketahui dan dipahami oleh masyarakat. Dengan 

adanya kepastian hukum, masyarakat memperoleh jaminan bahwa hak-

haknya sebagai penerima layanan akan dilindungi, sementara pemerintah 

sebagai penyelenggara pelayanan memiliki pedoman yang jelas dalam 

menjalankan tugas dan kewajibannya.  

Penyelenggaraan pelayanan publik pada instansi pemerintahan di 

tingkat pusat maupun daerah harus mengacu pada Keputusan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang 

Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan, prinsip-prinsip tersebut 

meliputi:  

1. Transparansi, yaitu bersifat terbuka, mudah, serta dapat diakses dan 

tersedia dengan mudah dimengerti;  



3 
 

2. Akuntabilitas, yaitu instansi harus bertanggung jawab sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku pada peraturan perundang-undangan;  

3. Kondisional, yaitu sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi 

dan penerima pelayanan dengan mempertahankan efektivitas dan 

efisiensi; 

4. Partisipatif, yaitu mendorong partisipasi masyarakat dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik dalam mempertimbangkan 

kebutuhan, harapan, dan keinginan masyarakat;  

5. Kesamaan Hak, yaitu tidak diskriminatif, yang artinya tidak 

membedakan masyarakat berdasarkan ras, agama, golongan, gender, 

atau status sosial; dan 

6. Keseimbangan Hak dan Kewajiban, yaitu orang yang memberikan 

pelayanan publik dan orang yang menerimanya harus memenuhi hak 

dan kewajiban mereka.  

Prinsip-prinsip tersebut menjadi pedoman bagi instansi pemerintah 

dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara efektif dan 

bertanggung jawab. Prinsip akuntabilitas menjadi salah satu aspek penting 

dalam memastkan bahwa aparatur pemerintahan menjalankan tugas dan 

fungsinya secara bertanggung jawab, baik secara administratif maupun 

hukum kepada masyarakat. 

Sebagai salah satu daerah di Indonesia yang memiliki karakteristik 

pemerintahan khusus sekaligus sebagai ibu kota negara dalam waktu yang 

lama, Provinsi DKI Jakarta dituntut untuk menyelenggarakan pelayanan 

publik yang berkualitas, transparan, dan akuntabel. Hal ini disebabkan oleh 

tingginya tingkat mobilitas penduduk, kompleksitas kebutuhan masyarakat, 

serta tuntutan terhadap kualitas pemerintahan yang semakin meningkat. 

Menurut publikasi BPS Provinsi DKI Jakarta (2026) diketahui bahwa jumlah 

total penduduk Provinsi DKI Jakarta  di tahun 2026 mencapai 10.669.702 

jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa Provinsi DKI Jakarta memiliki tingkat 
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pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi, khususnya di wilayah Kota 

Administrasi Jakarta Timur. 

Berdasarkan data yang diperoleh dari dokumen Provinsi DKI Jakarta 

Dalam Angka Tahun 2024, jumlah penduduk menurut kabupaten/kota di 

provinsi DKI Jakarta tahun 2023-2024, diketahui bahwa Kota Jakarta Timur 

memiliki jumlah penduduk terbanyak dari total keseluruhan penduduk di 

Provinsi DKI Jakarta, yaitu sebesar 10.672.100 pada tahun 2023 dan 

mengalami peningkatan jumlahnya pada tahun 2024 yaitu mencapai 

10.684.946 jiwa (BPS, 2024). Besarnya jumlah penduduk tersebut 

menunjukkan bahwa wilayah Jakarta Timur memiliki intensitas pelayanan 

publik yang lebih tinggi dibandingkan wilayah lainnya, termasuk pelayanan 

administrasi kependudukan dan pelayanan hukum keperdataan. 

Selanjutnya, Kota Administrasi Jakarta Timur terbagi lagi menjadi 10 

(sepuluh) Kecamatan, yaitu Kelurahan Pasar Rebo, Ciracas, Cipayung, 

Makasar, Kramat Jati, Jatinegara, Duren Sawit, Cakung, Pulo Gadung, dan 

Matraman. Dari kesepuluh kecamtaan tersebut, diketahui jumlah populasi 

penduduk Kecamatan Pulo Gadung menurut data Jakarta Timur Dalam 

Angka 2024 mencapai 297.922 jiwa dengan luas wilayah 15,61 km², sehingga 

kepadatan penduduknya mencapai 19.085 jiwa/km² (Rizki et al., 2025). 

Angka ini tergolong sangat padat karena dengan wilayah seluas 15,61 km² 

tersebut dihuni oleh sekitar 19.085 jiwa/km². Angka tersebut menunjukkan 

bahwa Kecamatan Pulo Gadung termasuk wilayah dengan kepadatan 

penduduk yang sangat tinggi di Jakarta Timur. Tingginya kepadatan 

penduduk secara langsung berdampak pada meningkatnya intensitas interaksi 

masyarakat dengan birokrasi pemerintahan, termasuk dalam pengurusan 

dokumen administrasi yang membutuhkan legalitas dan kepastian hukum. 

Selain faktor kepadatan penduduk, penelitian ini juga didasarkan pada 

besarnya jumlah penduduk pada tingkat kelurahan. Kecamatan ini kemudian 
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terbagi lagi menjadi 7 (tujuh) kelurahan, yaitu Kelurahan Pisangan Timur, 

Cipinang, Jatinegara Kaum, Jati, Rawamangun, Kayu Putih, Pulo Gadung. 

Tabel 1.1 

Jumlah Penduduk Menurut Kelurahan di Kecamatan Pulo Gadung 

Tahun 2024 

Kelurahan 

 

Penduduk 

 

Laki-Laki Perempuan Total 

Pisangan Timur 24.539 24.484 49. 023 

Cipinang 23.005 23.198 46.203 

Jatinegara Kaum 14.548 15.069 26.617 

Jati 19.777 18.868 38.645 

Rawamangun 21.835 22.577 44.412 

Kayu Putih 24.028 24.548 48.576 

Pulo Gadung 20.858 20.588 41.446 

Total Penduduk 148.395 149.527 297.922 

Sumber: Data BPS Kota Jakarta Timur, 2024 

Berdasarkan Tabel 1.1 tersebut, diketahui bahwa total jumlah 

penduduk di Kecamatan Pulo Gadung tahun 2024 mencapai 297.922 jiwa 

yang tersebar di tujuh kelurahan, yaitu Kelurahan Pisangan Timur, Cipinang, 

Jatinegara Kaum, Jati, Rawamangun, Kayu Putih, dan Pulo Gadung. Data 

tersebut menunjukkan bahwa setiap kelurahan memiliki jumlah penduduk 

yang cukup besar sehingga memerlukan pelayanan administrasi 

kependudukan dan pelayanan hukum keperdataan di tingkat kelurahan. 

Kelurahan Pulo Gadung dipilih menjadi salah satu kelurahan dengan 

jumlah penduduk yang cukup besar di Kecamatan Pulo Gadung, yaitu 

mencapai 41.446 jiwa. Jumlah tersebut menunjukkan tingginya kebutuhan 

masyarakat terhadap kebutuhan administrasi di kelurahan. Sebagai unit 

pemerintahan yang berhubungan langsung dengan masyarakat, kelurahan 

memiliki peran strategis dalam memberikan pelayanan di bidang 
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kependudukan dan keperdataan karena menjadi tingkat yang paling dekat 

dengan masyarakat dalam hierarki sistem pemerintahan Indonesia. 

Dalam hierarki sistem pemerintah di Indonesia menurut Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 229 Ayat 

(1), Kelurahan dibentuk dengan Perda Kabupaten/Kota yang berpedoman 

pada peraturan pemerintah dan dipimpin oleh seorang kepala kelurahan yang 

disebut dengan Lurah, selaku perangkat Kelurahan dan bertanggung jawab 

kepada camat. Lurah merupakan wakil dari pemerintah yang memiliki 

kewenangan di tingkat desa atau kelurahan dan bertugas sebagai 

penyelenggara dan penanggung jawab utama di bidang pemerintahan, 

pembangunan, dan permasyarakatan (Hamdhani, 2024). 

Kelurahan Pulo Gadung memiliki jumlah penduduk sebanyak 41.446 

jiwa. Jumlah ini menempatkan Kelurahan Pulo Gadung sebagai salah satu 

wilayah dengan populasi yang cukup signifikan di dalam Kelurahan tersebut. 

Besarnya jumlah penduduk ini berimplikasi pada tingginya tingkat kebutuhan 

masyarakat terhadap berbagai pelayanan administrasi di tingkat kelurahan. 

Menurut Keputusan Lurah Kelurahan Pulo Gadung Nomor 22 Tahun 2025 

tentang Penetapan Standar Pelayanan Pada Kelurahan Pulo Gadung, terdapat 

beberapa jenis layanan administrasi yang diselenggarakan oleh Kelurahan 

Pulo Gadung. 

1. Standar Pelayanan Urusan Pertanahan: 

a. Pelayanan Penandatanganan Surat Keterangan Ahli Waris (WNI 

Pribumi). 

2. Standar Pelayanan Urusan Kependudukan: 

a. Pelayanan Pemberian Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik; 

b. Pelayanan Pemberian Kartu Keluarga (KK); 

c. Pelayanan Pemberian Surat Keterangan Pindah WNI dalam DKI 

Jakarta; 
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d. Pelayanan Pemberian Surat Keterangan Pindah Datang (dalam DKI 

Jakarta); 

e. Pelayanan Pemberian Surat Pengantar Surat Keterangan Pindah 

Datang (luar DKI Jakar ta); 

f. Pelayanan Pemberian Surat Keterangan Pelaporan Kematian; 

g. Pelayanan Pemberian Surat Keterangan Pelaporan Kelahiran; dan 

h. Pelayanan Penandatanganan Legalisasi Produk Layanan Kelurahan. 

3. Standar Pelayanan Urusan Perkawinan: 

a. Pelayanan Pernikahan Pertama (umum); 

b. Pelayanan Pernikahan Di Bawah Umur (di bawah usia 19 tahun); 

c. Pelayanan Pemberian Surat Keterangan (PM1) Perceraian; 

d. Pelayanan Pemberian Surat Keterangan (PM1) Kehilangan Pasangan 

(Ghaib); dan 

e. Pelayanan Pemberian Surat Keterangan Pencatatan Perkawinan. 

4. Standar Pelayanan Urusan Lainnya: 

a. Pelayanan Pemberian Konsultasi Yang Berkaitan Dengan Administrasi 

Pemerintah Umum; 

b. Pelayanan Pemberian Surat Keterangan (PM1) Untuk Layanan 

Formulir Di Luar Instansi Pemerintah Daerah; dan 

c. Pelayanan Penandatanganan Relaas Pengadilan.    

Salah satu produk layanan administratif yang dapat diterbitkan oleh 

Kelurahan menurut Keputusan Lurah Kelurahan Pulo Gadung Nomor 22 

Tahun 2025 tersebut adalah Surat Keterangan Ahli Waris (SKAW). Menurut 

Peraturan Walikota Surabaya Nomor 50 Tahun 2021 tentang Tata Cara 

Pelayanan Surat Keterangan Ahli Waris Pasal 1 Ayat (15), Surat Keterangan 

Ahli Waris (SKAW) merupakan Surat keterangan yang dibuat oleh para ahli 

waris untuk menerangkan hubungan antara ahli waris dengan pewaris.  

Penerbitan Surat Keterangan Ahli Waris (SKAW) pada dasarnya 

berlandaskan pada dokumen administrasi kependudukan yang dimiliki oleh 

pihak berkepentingan. Setiap individu pada hakikatnya akan menjalani 
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kehidupan dengan melakukan berbagai aktivitas sosial dan ekonomi guna 

memenuhi keberlangsungan hidupnya. Dalam proses tersebut, individu tidak 

hanya mengumpulkan kekayaan berupa harta benda, melainkan juga memiliki 

kewajiban hukum dalam bentuk utang maupun tanggung jawab keperdataan 

lainnya. Ketika seseorang meninggal dunia, seluruh hak dan kewajiban 

tersebut tidak langsung berakhir begitu saja, melainkan menimbulkan 

hubungan hukum baru yang berkaitan dengan pewarisan. Oleh sebab itu, 

keberadaan ahli waris menjadi bagian penting dalam sistem hukum waris di 

Indonesia sebagai pihak penerima peralihan hak dan kewajiban dari pewaris. 

Untuk itu, Surat Keterangan Ahli Waris  (SKAW) sebagai salah satu 

produk layanan di Kelurahan Pulo Gadung sebagaimana yang tertuang dalam 

Surat Keputusan Lurah Kelurahan Pulo Gadung Nomor 22 Tanun 2025 perlu 

diproses secara tepat  dan sesuai ketentuan yang berlaku. Salah satu unit yang 

berperan dalam penyelenggaraan pelayanan tersebut adalah Seksi 

Pemerintahan, yang bertanggung jawab melaksanakan pelayanan administrasi 

pemerintahan kepada masyarakat, seperti pelayanan di bidang kependudukan, 

pertanahan, kewarisan, perkawinan, dan berbagai surat keterangan 

administrasi lainnya. 

Di antara berbagai jenis pelayanan yang menjadi kewenangan Seksi 

Pemerintahan, Surat Keterangan Ahli Waris (SKAW) menjadi salah satu 

layanan administrasi pemerintahan yang memiliki karakteristik khusus karena 

berkaitan dengan penetapan ahli waris sebagai dasar pengurusan hak-hak 

keperdataan serta dokumen penting lainnya, seperti pengurusan harta warisan, 

perbankan, pertahanan, maupun kepentingan hukum lainnya. Berikut adalah 

jumlah permohonan layanan administrasi pemerintahan yang diselenggarakan 

oleh Seksi Pemerintahan Kelurahan Pulo Gadung, antara lain. 
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Tabel 1.2 

Jumlah Permohonan Pelayanan Administrasi Pemerintahan di 

Kelurahan Pulo Gadung Tahun 2025 

No. Jenis Pelayanan Administrasi 

Pemerintahan 

Jumlah Permohonan 

1. Registrasi Surat Keterangan Ahli 

Waris (SKAW) 
98 

2.  Registrasi Surat Keterangan Domisili 94 

3. Registrasi Surat Pengantar Nikah 76 

4. Registrasi Surat Keterangan Tidak 

Mampu (SKTM) 
58 

5. Registrasi Surat Keterangan Belum 

Menikah 
49 

6. Surat Keterangan Ahli Waris 

(SKAW) 
36 

7. Registrasi Surat Keterangan Riwayat 

Tanah 
31 

8.  Pelayanan Administrasi lainnya 15 

 Total 457 

Sumber: PPIDP Sekretariat Kelurahan (Diolah Peneliti, 2026) 

Berdasakan data pada Tabel 1.2 tersebut, diketahui bahwa pelayanan 

administrasi pemerintahan di Kelurahan Pulo Gadung selama tahun 2025 

didominasi oleh permohonan Registrasi Surat Keterangan Ahli Waris 

(SKAW) dengan jumlah 98 pemohon atau sekitar 21,4% dari total 457 

permohonan. Jumlah tersebut merupakan permohonan tertinggi dibandingkan 

jenis pelayanan administrasi lainnya. Data tersebut menunjukkan bahwa 

administrasi kewarisan menjadi salah satu layanan yang paling banyak 

dimanfaatkan oleh masyarakat di Kelurahan Pulo Gadung, Kota Jakarta 

Timur. 

Tingginya jumah registrasi permohonan Surat Keterangan Ahli Waris 

(SKAW) tidak selalu menunjukkan bahwa seluruh proses permohonan dapat 

diproses hingga tahap selanjutnya. Berdasarkan data pada Tabel 1.6, tepatnya 
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pada nomor 6 (enam), diketahui dari 98 permohonan yang mengajukan Surat 

Keterangan Ahli Waris (SKAW) hanya 36 permohonan yang dinyatakan 

memiliki kelengkapan persyaratan administrasi, sedangkan 62 permohonan 

lainnya belum memenuhi persyaratan sehingga memerlukan perbaikan atau 

kelengkapan dokumen sebelum proses pelayanan dapat dilanjutkan. 

Perbedaan antara jumlah permohonan yang diajukan dengan jumlah berkas 

yang memenuhi persyaratan menunjukkan bahwa pelayanan Surat 

Keterangan Ahli Waris (SKAW) memiliki tingkat kompleksitas yang lebih 

tinggi dibandingkan jenis pelayanan administrasi lainnya. Hal ini disebabkan 

karena pelayanan Surat Keterangan Ahli Waris (SKAW) memerlukan 

verifikasi terhadap identitas para ahli waris, hubungan kekeluargaan, 

dokumen kependudukan, dan dokumen pendukung lainnya untuk menjamin 

kepastian hukum untuk menghindari sengketa di kemudian hari. 

Kondisi tersebut menunjukkan urgensi mengenai penerapan prinsip 

akuntabilitas publik dalam pelayanan Surat Keterangan Ahli Waris (SKAW) 

di Kelurahan Pulo Gadung. Di satu sisi, tingginya jumlah registrasi 

permohonan menunjukkan besarnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan 

administrasi kewarisan. Namun di sisi lain, masih ditemukan permohonan 

yang belum memenuhi persyaratan yang menunjukkan bahwa proses 

pelayanan tidak hanya diukur dari banyaknya permohonan yang diterima, 

tetapi juga dari kemampuan aparatur dalam memberikan informasi yang jelas 

mengenai persyaratan, melakukan verifikasi dokumen secara cermat, serta 

menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan standar operasional yang 

berlaku. 

Selain itu, perlu diketahui bahwa pembuatan dan penerbitan Surat 

Keterangan Ahli Waris (SKAW) di Indonesia juga berlandaskan pada Hukum 

Waris, seperangkat norma yang mengatur perpindahan hak atas harta 

kekayaan peninggalan seseorang yang telah dinyatakan meninggal dunia 

kepada pihak yang masih hidup dan memiliki kedudukan sebagai ahli waris 

(Dewi & Purwanti, 2014). Dalam perspektif hukum adat sebagaimana yang 
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dikemukakan oleh Soepomo, hukum waris dipahami sebagai ketentuan yang 

mengatur proses penerusan dan pengalihan harta kekayaan, baik yang 

berwujud maupun tidak berwujud, dari satu generasi ke generasi berikutnya 

secara teratur dan berkesinambungan (Suparman, 2007). Adapun hukum 

waris sebagaimana yang diatur dalam KUHPerdata apabila seseorang 

meninggal, maka seketika itu pula segala hak dan kewajibannya beralih 

kepada ahli warisnya (Palayukan, Pangkerego, & Tampi, 2021).  

Dalam Pasal 830 KUHPerdata, pewarisan hanya dapat terjadi dengan 

kejadian kematian pada pewaris. Hal ini yang kemudian menimbulkan 

pewarisan baru apabila memenuhi tiga persyaratan sebagai berikut  

(Suparman, 2007): 

1. Ada seseorang yang meninggal dunia; 

2. Ada orang yang masih hidup sebagai ahli waris yang akan 

memperoleh warisan pada saat pewaris meninggal dunia; 

3. Ada sejumlah harta kekayaan yang dapat ditinggalkan pewaris. 

Dengan pengertian tersebut, maka diketahui bahwa harta warisan 

merupakan harta bersih yang diterima oleh ahli waris, setelah dikurangi 

dengan biaya keperluan pewaris selama sakit hingga dinyatakan meninggal 

dunia, biaya kepengurusan jenazah, biaya pembayaran utang, hingga 

pembayaran Surat wasiat. Alasan tersebut menjadikan penerbitan Surat 

Keterangan Ahli Waris cukup penting, bukan sekedar dokumen administrasi 

yang memberikan keterangan seseorang sebagai ahli waris, tetapi Juga 

memiliki nilai kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi masyarakat 

yang berhak menjadi ahli waris yang ditetapkan secara sah, baik secara 

hukum negara maupun norma agama. 

Meski demikian, sistem pembuatan Surat Keterangan Ahli Waris 

(SKAW) di Indonesia hingga saat ini masih menunjukkan adanya perbedaan 

perlakuan berdasarkan klasifikasi penduduk. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 

111 Ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan 
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Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan 

Pemerintah Nomor 25 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang 

dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagi warga negara Indonesia penduduk asli (pribumi), Surat 

Keterangan Ahli Waris dibuat oleh para ahli waris, dengan 

disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan dikuatkan oleh Kepala 

Desa/Kelurahan dan Camat tempat tinggal pewaris pada waktu 

meninggal dunia; 

2. Bagi warga negara Indonesia keturunan Tionghoa, akta keterangan 

hak mewaris dari Notaris; dan 

3. Bagi warga negara Indonesia keturunan Timur asing lainnya, Surat 

keterangan waris dibuat oleh Balai Harta Peninggalan. 

Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pejabat 

yang berwenang dalam pembuatan Surat Keterangan Ahli Waris berdasarkan 

klasifikasi etnis dan golongan penduduk. Sistem penggolongan demikian 

pada dasarnya merupakan warisan dari kebijakan pada masa kolonial Belanda 

yang masih dipertahankan dalam praktik administrasi hukum Indonesia. 

Kondisi tersebut menimbulkan persoalan yuridis karena substansinya dinilai 

tidak sesuai dengan perkembangan prinsip negara modern yang menjunjung 

tinggi kesetaraan warga negara di hadapan hukum.  

Selain itu, urgensi pelayanan pembuatan Surat Keterangan Ahli Waris 

(SKAW) juga berkaitan dengan karakteristik penduduk Indonesia yang 

mayoritas memeluk agama Islam, bahkan menjadi negara dengan penduduk 

muslim terbesar di dunia. Menurut laporan The Royal Islamic Strategic 

Studies Centre (RISSC) tahun 2024, Indonesia menjadi negara dengan 

populasi muslim terbesar di dunia, yang mencapai 240,62 juta jiwa  di tahun 

2023 (Annur, 2023). Kondisi ini menyebabkan praktik pembagian warisan 

dalam masyarakat Indonesia juga banyak dipengaruhi oleh hukum waris 

Islam atau ilmu faraid. Dalam hukum Islam, pembagian warisan merupakan 
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syariat yang telah diatur secara rinci dalam Al-Qur‟an, Hadits, serta 

Kompilasi Hukum Islam (KHI), sehingga pelaksanaan pembagian warisan 

tidak hanya dipandang sebagai urusan administratif, melainkan juga sebagai 

kewajiban agama.  

Dalam kitab-kitab fiqih, hukum kewarisan Islam juga disebut dengan 

fara‟id, yaitu hukum kewarisan yang dianut dan dipraktikkan oleh umat Islam 

sebagai bentuk upaya dalam menyelesaikan sengketa pembagian harta waris. 

Istilah fara‟idh merupakan bentuk jamak dari kata faridhah dengan asal kata 

fardh yang artinya adalah „ketentuan atau takdir‟ (Azizah, 2024). Dengan 

demikian, maka ahli waris dalam fiqih ajaran Islam dapat terjadi sebab 

adanya ikatan darah, pernikahan, dan perwalian. Namun berbeda dengan 

Kompilasi Hukum Islam, sebab kewarisan hanya dibagi ke dalam dua sebab, 

yaitu ikatan darah dan hubungan pernikahan (Maghfuryan, 2022). 

Menurut Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI), ahli waris 

merupakan orang yang pada saat meninggal dunia memiliki hubungan darah 

atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak 

terhalang secara hukum untuk menjadi ahli waris. Kemudian dalam hukum 

waris Islam juga dikelompokkan ahli waris menurut hubungan darah dan 

hubungan perkawinan. 

1. Pembagian Harta Warisan Menurut Hubungan Darah 

a. Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara 

laki-laki, paman, dan kakek. 

b. Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, 

saudara perempuan, dan nenek. 

2. Pembagian Harta Warisan Menurut Hubungan Perkawinan 

a. Duda; atau 

b. Janda. 

Dalam Buku III KHI Pasal 176 juga dijelaskan bahwa pewaris hanya 

meninggalkan seorang anak perempuan, maka ia memperoleh setengah 
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bagian dari harta warisan. Apabila terdapat dua anak perempuan atau lebih, 

maka secara bersama-sama memperoleh dua pertiga bagian. Sementara itu, 

apabila ahli waris terdiri atas anak laki-laki dan anak perempuan, maka 

bagian anak laki-laki adalah dua kali bagian anak perempuan. Ketentuan 

tersebut menunjukkan adanya prinsip perbandingan warisan 2:1 antara laki-

laki dan perempuan sebagaimana yang diatur dalam hukum kewarisan Islam. 

Ketentuan mengenai perbandingan bagian waris 2:1 antara laki-laki 

dengan perempuan ini juga ditegaskan dalam Q.S. An-Nisa ayat 11 yang 

menjadi dasar normatif dalam hukum waris Islam. Prinsip ini kemudian 

diimplementasikan ke dalam sistem hukum Indonesia melalui norma-norma 

hukum kewarisan Islam yang berlaku. Sebelum datangnya ajaran Islam pada 

masa Nabi Muhammad SAW, perempuan sering kali tidak memiliki 

kedudukan dalam hukum persoalan warisan, bahkan diperlakukan sebagai 

objek yang dapat diwariskan. Kehadiran hukum waris Islam membawa 

perubahan fundamental dengan memberikan pengakuan terhadap perempuan 

sebagai subjek hukum yang berhak menerima pengakuan, bukan lagi menjadi 

sekedar objek warisan.  

Pada Kelurahan Pulo Gadung, penerbitan SKAW didasarkan pada 

persyaratan yang termuat dalam Surat Keputusan Lurah Kelurahan Pulo 

Gadung Nomor 22 Tahun 2025 tentang Penetapan Standar Pelayanan Pada 

Kelurahan Pulo Gadung, dokumen administrasi kependudukan yang menjadi 

persyaratan penerbitan SKAW antara lain: (1) KTP asli atau Fotokopi KTP 

pewaris; (2) KTP asli atau fotokopi dari para ahli waris; (3) Surat Nikah 

Pewaris asli dan fotokopi; (4) Surat Kematian Pewaris asli dan fotokopi / 

Akta Kematian / Surat Keterangan Pelaporan Kematian/ Surat Keterangan 

Kematian dari Rumah Sakit/Puskesmas/Uyankes dan/atau dokumen 

keterangan lain yang disamakan; (5) Surat asli dan fotokopi dari Akta Cerai; 

(6) Surat Kematian Ahli Waris asli dan fotokopi/Akta Kematian/Surat 

Keterangan Pelaporan Kematian/Surat Keterangan Kematian dari Rumah 

Sakit/Puskesmas/Uyankes dan/atau dokumen keterangan lain yang 
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disamakan; (7) KTP asli dan fotokopi dari suami/istri dan anak kandung para 

Ahli Waris yang telah meninggal. Dokumen tersebut menjadi dasar bagi 

pemerintah kelurahan untuk melakukan verifikasi terhadap identifikasi serta 

hubungan hukum antara pewaris dan ahli waris. Dalam proses pelayanan 

tersebut, pemohon diwajibkan melengkapi berbagi persyaratan administratif 

ditetapkan oleh kelurahan yang dapat membuktikan kedudukan seseorang 

sebagai ahli waris yang sah menurut hukum.  

Surat Keterangan Ahli Waris (SKAW) merupakan salah satu produk 

pelayanan publik yang dilayani oleh Kelurahan Pulo Gadung, di mana proses 

permohonannya dimulai dari unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) 

Kelurahan, kemudian permohonan diberikan kepada pemohon untuk 

ditandatangani oleh RT dan RW setempat. Selanjutnya berkas yang sudah 

ditandatangani tersebut diverifikasi kembali oleh aparatur PTSP Kelurahan 

untuk memastikan kelengkapannya. Apabila berkas telah memenuhi 

persyaratan, maka dalam rentang waktu 1 x 24 jam permohonan dapat 

langsung ditandangani oleh Lurah sebelum dilegalisir dan diterbitkan di 

kantor  Kelurahan. 

Beberapa penelitian terkait dengan pembuatan Surat Keterangan Ahli 

Waris (SKAW) sudah banyak dilakukan di beberapa daerah di Indonesia. 

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mengetahui bahan perbandingan dan 

acuan, serta menghindari anggapan adanya kesamaan dengan penelitian ini. 

Maka dalam kajian penelitian ini, peneliti mencantumkan beberapa penelitian 

terdahulu yang relevan dengan isu yang dikaji pada penelitian ini. 

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hannan (2019) yang 

berjudul Analisis Pelayanan Administrasi di Kelurahan Banggae Kabupaten 

Majene (Studi Kasus Pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu dan Surat 

Ahli Waris). Penelitian ini menggunakan teori pelayanan publik berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 dan KemenPan Nomor 63 Tahun 

2003 dengan indikator yang terdiri dari prosedur, persyaratan, waktu, biaya, 
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produk pelayanan, sarana dan prasarana, serta kompetensi pegawai. Adapun 

metode penelitian yang digunakan pada penelitian tersebut adalah kualitatif 

dengan pendekatan penelitian deskriptif, melalui studi kepustakaan, 

observasi, dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan 

administrasi di Kelurahan Banggae secara keseluruhan telah terlaksana 

dengan baik. Meskipun demikian, masih ditemukan beberapa hambatan, 

seperti rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kelengkapan berkas 

administrasi, minimnya sosialisasi akibat keterbatasan anggaran, serta adanya 

pegawai yang belum sepenuhnya mampu mengoperasikan komputer dengan 

baik. 

Perbedaan penelitian terdahulu tersebut dengan penelitian ini adalah 

menggunakan landasan yuridis dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 

dan KemenPan Nomor 63 Tahun 2003 dan berfokus pada analisis pelayanan 

publiknya, bukan prinsip akuntabilitas. Adapun penelitian ini menggunakan 

indikator menurut teori akuntabilitas yang dikemukakan oleh Mahmudi 

(2010). Penelitian terdahulu tersebut juga mengkaji dua jenis pelayanan 

administrasi sekaligus, yaitu Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dan 

Surat Keterangan Ahli Waris, sedangkan penelitian ini hanya berfokus pada 

Surat Keterangan Ahli Waris (SKAW). 

Penelitian terdahulu selanjutnya dilakukan oleh Melani, Sapri, dan 

Adnan (2025) yang berjudul Analisis Kualitas Pelayanan Terhadap 

Kepuasan Masyarakat Dalam Pembuatan Surat Keterangan Ahli Waris di 

Kelurahan Benteng. Penelitian ini menggunakan teori SERVQUAL dari 

Parasuraman, Zeinthaml, dan Berry (1988) yang terdiri atas dimensi bukti 

fisik, keandalan, daya tanggap, jaminan, dan empati. Metode penelitian yang 

digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif, melalui teknik 

pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap 

tujuh informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dimensi keandalan dan 

daya tanggap menjadi aspek utama yang dikeluhkan oleh masyarakat, 

terutama berkaitan dengan prosedur pelayanan yang kurang jelas, pegawai 



17 
 

yang kurang sigap, perencanaan yang terkesan tergesa-gesa, serta lemahnya 

kepemimpinan dalam pelayanan administrasi. 

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada lokus 

penelitian, yaitu penelitian tersebut dilaksanakan di Kelurahan Benteng, 

adapun penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Pulo Gadung. Selain itu, 

teori yang digunakan pada penelitian terdahulu adalah teori pelayanan 

SERVQUAL, sedangkan penelitian ini lebih menitikberatkan pada aspek 

akuntabilitas pada pelayanan SKAW menggunakan teori indikator 

akuntabilitas menurut Mahmudi (2010). 

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nasir, Sam, dan Dema 

(2024) dengan judul Analisis Kualitas Pelayanan Surat Keterangan Ahli 

Waris: Studi Kasus Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sindenreng 

Rappang. Penelitian ini menggunakan teori SERVQUAL dari Parasuraman, 

Zeithaml, dan Berry (1988) yang meliputi dimensi keandalan, daya tanggap, 

jaminan, empati, dan bukti fisik. Metode penelitian yang digunakan adalah 

kualitatif deskriptif melalui teknik pengumpulan data melalui wawancara 

semi-terstruktur terhadap pemohon layanan Surat Keterangan Ahli Waris 

(SKAW). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan cukup baik dan 

transparan, khususnya pada aspek empati, jaminan, serta ketersediaan 

informasi pelayanan. Namun demikian, masih ditemukan beberapa kendala, 

terutama dalam aspek efisiensi proses dan kecepatan pelayanan akibat 

keterbatasan sumber daya manusia, tingginya volume permohonan, serta 

belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi. Penelitian ini juga 

menemukan bahwa dimensi responsivitas dan keandalan juga masih perlu 

ditingkatkan agar pelayananlebih cepat, konsisten, dan sesuai dengan harapan 

serta kebutuhan masyarakat. 

Adapun perbedaan penelitian terdahulu tersebut dengan penelitian ini 

terletak pada fokus penelitian dan pendekatan analisis yang digunakan. Pada 

penelitian terdahulu tersebut lebih menitikberatkan pada kualitas pelayanan 
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dan kepuasan masyarakat dengan menggunakan model SERVQUAL, 

sedangkan pada penelitian ini berfokus pada prinsip akuntabilitas pelayanan 

pembuatan Surat Keterangan Ahli Waris dengan menggunakan teori 

akuntabilitas oleh Mahmudi (2010). 

Teori indikator akuntabilitas menurut Mahmudi (2010) ini dipilih dan 

digunakan dalam penelitian ini karena memberikan karena menyediakan 

kerangka analisis yang komprehensif untuk menelaah bagaimana prinsip 

akuntabilitas diterapkan dalam pelayanan publik. Melalui kerangka tersebut, 

akuntabilitas tidak hanya dipahami sebagai kewajiban aparatur untuk 

mempertanggungjawabkan kinerja pelayanan, tetapi mengkaji bagaimana 

aparatur Kelurahan Pulo Gadung menjalankan tanggung jawabnya dalam 

setiap pelayanan, khususnya pembuatan SKAW, mekanisme pelaporan dan 

pengawasan dilakukan, dan sejauh mana keterbukaan informasi pelayanan 

diberikan kepada masyarakat. 

Tantangan yang dihadapi oleh Kelurahan Pulo Gadung dalam 

pelayanan pembuatan Surat Keterangan Ahli Waris (SKAW) dapat dilihat 

berdasarkan data yang diperoleh dari PTSP Kelurahan Pulo Gadung  selama 

periode bulan Januari hingga Februari tahun 2026. Diketahui terdapat 98 

permohonan layanan publik yang berkaitan dengan Pembuatan Surat 

Keterangan Ahli Waris (SKAW) oleh warga Kelurahan Pulo Gadung di tahun 

2025. Namun masih banyak permohonan masyarakat yang terhenti pada 

tahap awal, yakni setelah berkas diberikan kepada RT/RW setempat, 

masyarakat tidak mengembalikan berkas tersebut ke kelurahan, sehingga 

proses verifikasi dan penandatanganan akhir tidak dapat dilakukan. 

Akibatnya, jumlah permohonan yang tercatat resmi di PTSP Kelurahan 

menjadi lebih sedikit dibandingkan pemohon yang sebenarnya. 

Selain itu, rentannya ketidakjelasan informasi terkait pihak ahli waris 

(pewaris) berdasarkan dokumen administratif yang tidak lengkap juga turut 

menyebabkan terhambatnya proses penerbitan SKAW. Dalam beberapa kasus 
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pada Kelurahan Pulo Gadung juga ditemukan sengketa yang tidak dapat 

diselesaikan di tingkat kelurahan, sehingga harus dilimpahkan ke badan 

hukum lainnya, terutama bila berkaitan dengan aset atau klaim waris yang 

bersifat hukum formal sebagaimana yang termuat dalam Pasal 111 ayat (1) 

huruf c Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan 

Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan  Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang 

membedakan Surat keterangan hak waris berdasarkan golongan penduduk, 

yaitu: 

1. Bagi warga negara Indonesia (penduduk asli), berupa Surat Keterangan 

Ahli Waris (SKAW) dibuat dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan 

dikuatkan oleh Kepala Desa/Lurah/Camat tempat tinggal pewaris pada 

waktu meninggal dunia; 

2. Bagi warga negara Indonesia keturunan Tionghoa, berupa Akta 

Keterangan Hak Waris yang dibuat oleh Notaris; dan 

3. Bagi warga negara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya, berupa 

Surat Keterangan Waris dari Balai Harta Peninggalan. 

Dengan demikian, Kelurahan Pulo Gadung hanya melayani 

pembuatan Surat Keterangan Ahli Waris (SKAW) yang memiliki dokumen-

dokumen administratif sebagai warga negara Indonesia. Untuk itu, peranan 

aparat kelurahan dalam melakukan verifikasi dokumen juga menjadi sangat 

penting. Ketidakpahaman terhadap prosedur aparatur dapat memperlambat 

proses pelayanan, menimbulkan maladministrasi, dan berpotensi 

menimbulkan sengketa baru. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan aparat 

tidak hanya keterampilan teknis, melainkan juga pemahaman terhadap 

regulasi dan prosedur formal yang berlaku. 

Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk menganalisis 

penerapan prinsip akuntabilitas yang terlaksana pada proses pembuatan Surat 

Keterangan Ahli Waris (SKAW) di Kantor Kelurahan Pulo Gadung, dengan 
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melihat bagaimana aparatur menjalankan tanggung jawabnya dalam 

memberikan pelayanan kepada masyarakat, mulai dari prosedur pengajuan, 

proses verifikasi, hingga penyelesaian dokumen. Melalui penelitian yang 

diberi judul “Penerapan  Prinsip Akuntabilitas Pelayanan Publik dalam 

Pembuatan Surat Keterangan Ahli Waris (SKAW) di Kelurahan Pulo 

Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur”. Peneliti berupaya mengkaji 

sejauh mana prinsip akuntabilitas diterapkan pada setiap tahapan pelayanan 

pembuatan SKAW di Kelurahan Pulo Gadung, Kota Administrasi Jakarta 

Timur. 

B. Rumusan Permasalahan 

Bagaimana penerapan prinsip akuntabilitas publik dalam pembuatan 

Surat Keterangan Ahli Waris (SKAW) di Kelurahan Pulo Gadung Kota 

Administrasi Jakarta Timur? 

C. Tujuan Penelitian 

 Untuk menganalisis penerapan prinsip akuntabilitas publik dalam  

pembuatan Surat Keterangan Ahli Waris (SKAW) di Kelurahan Pulo Gadung 

Kota Administrasi Jakarta Timur. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian administrasi 

publik, khususnya dalam kajian akuntabilitas pelayanan publik dan 

tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).  

b. Memperdalam pemahaman akan penerapan prinsip akuntabilitas 

diterapkan pada level pemerintahan di tingkat Kelurahan sebagai unit 

pelayanan terdepan bagi masyarakat. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Instansi Terkait (Kelurahan Pulo Gadung) 
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Memberikan rekomendasi kepada instansi dalam meningkatkan 

pelayanan pembuatan SKAW melalui evaluasi terhadap prosedur, 

mekanisme pengawasan, dan standar operasional yang telah 

diterapkan, sehingga prinsip akuntabilitas dapat diimplementasikan 

secara lebih optimal. 

b. Bagi Masyarakat 

Memberi gambaran prosedur yang ideal terkait pembuatan Surat 

Keterangan Ahli Waris (SKAW) sehingga terjadi peningkatan kualitas 

pelayanan administrasi yang lebih transparan, cepat, dan akuntabel. 

c. Bagi Akademisi 

Menjadi referensi empiris dalam pengembangan kajian administrasi 

publik, khususnya yang berkaitan dengan akuntabilitas pelayanan 

publik di tingkat pemerintahan lokal, serta mendorong kontribusi 

akademik dalam mendukung reformasi birokrasi dan peningkatan 

kualitas pelayanan publik di Indonesia. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan melalui observasi, 

wawancara mendalam, dan studi dokumentasi mengenai implementasi prinsip 

akuntabilitas publik menurut lima prinsip yang dikemukakan oleh Mahmudi 

(2010) pada proses pembuatan Surat Keterangan Ahli Waris (SKAW) di 

Kelurahan Pulo Gadung, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. 

a. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran 

Seluruh proses pelayanan dilaksanakan berdasarkan prosedur yang telah 

ditetapkan mulai dari pemeriksaan kelengkapan dokumen, verifikasi 

administrasi secara berjenjang, hingga penerbitan dokumen oleh Lurah. 

Selain itu, penerapan prinsip kejujuran juga terlihat dari komitmen 

aparatur dalam memastikan keabsahan dokumen serta mewajibkan 

masyarakat memberikan data dan informasi yang benar mengenai silsilah 

keluarga dan status ahli waris. Dari sisi masyarakat, pelayanan dinilai telah 

memberikan informasi yang terbuka mengenai persyaratan, prosedur, serta 

alur pelayanan melalui media informasi yang disediakan oleh kelurahan. 

Dengan demikian, dimensi akuntabilitas hukum dan kejujuran telah 

memenuhi prinsip legalitas, transparansi informasi, dan integritas 

pelayanan sebagaimana dikemukakan oleh Mahmudi (2010). 

b. Akuntabilitas Manajerial 

Setiap tahapan pelayanan dilaksanakan secara sistematis sesuai Standar 

Operasional Prosedur sehingga mampu meminimalkan kesalahan 

administrasi. Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa 

kendala pelayanan lebih banyak berasal dari faktor eksternal, seperti 

ketidaklengkapan dokumen, keberadaan ahli waris di luar daerah, serta 

adanya konflik antar ahli waris yang menyebabkan proses pelayanan 

membutuhkan waktu lebih lama. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa 
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secara manajerial Kelurahan Pulo Gadung telah melaksanakan pelayanan 

secara profesional, efektif, dan efisien, meskipun masih diperlukan 

penguatan digitalisasi administrasi serta peningkatan sosialisasi kepada 

masyarakat agar hambatan administratif dapat diminimalkan. 

c. Akuntabilitas Program 

Implementasi akuntabilitas program menunjukkan bahwa pelayanan 

pembuatan Surat Keterangan Ahli Waris (SKAW) telah dilaksanakan 

dengan orientasi pada kualitas pelayanan dan kepuasan masyarakat. Hal 

tersebut dibuktikan melalui pengelolaan arsip administrasi secara 

sistematis sebagai bentuk pertanggungjawaban pelayanan, pelaksanaan 

evaluasi secara berkala melalui rapat koordinasi, serta penggunaan Survei 

Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagai instrumen penilaian kualitas 

pelayanan. Selain itu, setiap permasalahan yang muncul selama proses 

pelayanan ditindaklanjuti melalui evaluasi internal maupun koordinasi 

dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Masyarakat juga memberikan 

penilaian positif terhadap kualitas pelayanan yang diterima karena dinilai 

cepat, jelas, ramah, serta memberikan kemudahan dalam proses 

pengurusan administrasi.  

d. Akuntabilitas Kebijakan 

Secara vertikal, setiap aparatur bertanggung jawab kepada 

pimpinan sesuai struktur organisasi, sedangkan secara horizontal 

bertanggung jawab kepada masyarakat sebagai penerima pelayanan. Selain 

itu, koordinasi antarunit kerja seperti PTSP, Seksi Pemerintahan, 

Sekretaris Lurah, Lurah, RT, RW, dan Kecamatan telah berjalan secara 

terintegrasi sehingga mendukung kelancaran proses pelayanan. Kelurahan 

Pulo Gadung juga telah menyediakan ruang partisipasi masyarakat melalui 

konsultasi pelayanan serta sarana penyampaian kritik, saran, dan 

pengaduan sebagai bentuk keterbukaan terhadap evaluasi publik.  

Walaupun demikian, penelitian juga menemukan bahwa belum 

adanya regulasi khusus mengenai pelayanan SKAW di tingkat Provinsi 

DKI Jakarta menyebabkan masih terdapat perbedaan prosedur teknis 
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antarwilayah. Oleh karena itu, harmonisasi kebijakan pelayanan masih 

diperlukan agar standar pelayanan menjadi lebih seragam. 

Dengan demikian, maka secara keseluruhan hasil penelitian 

menunjukkan bahwa implementasi prinsip akuntabilitas publik yang 

dikemukakan oleh Mahmudi (2010) dalam lima dimensi (akuntabilitas hukum 

dan kejujuran, akuntabilitas manajerial, akuntabilitas program, dan 

akuntabilitas kebijakan) dalam proses pembuatan Surat Keterangan Ahli 

Waris (SKAW) di Kelurahan Pulo Gadung telah terlaksana dengan baik. 

Meski demikian, peneliti menemukan beberapa aspek yang masih perlu 

ditingkatkan, seperti belum adanya regulasi khusus mengenai pelayanan 

SKAW di tingkat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sistem administrasi yang 

masih dicatat secara manual, serta perlunya optimalisasi pemanfaatan 

teknologi. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi prinsip 

akuntabilitas publik berdasarkan lima dimensi teori akuntabilitas publik yang 

dikemukakan oleh Mahmudi (2010) dalam proses pembuatan Surat 

Keterangan Ahli Waris (SKAW) di Kelurahan Pulo Gadung, serta mengacu 

pada sintesis pemecahan masalah yang telah dirumuskan, maka peneliti 

memberikan beberapa saran sebagai berikut.  

1. Bagi Kelurahan Pulo Gadung 

Kelurahan Pulo Gadung perlu membentuk sistem monitoring permohonan 

yang dikhususkan untuk pengurusan Surat Keterangan Ahli Waris (SKA) 

secara digital dan terintegrasi dengan sistem monitoring satu data. 

Tujuannya adalah untuk mencatat dan menginformasikan status setiap 

permohonan sejak berkas diterima, diverifikasi, ditandatangani, hingga 

diteruskan ke Kecamatan. Sistem ini juga perlu berisi informasi apabaila 

suatu permohonan belum dapat diproses, seperti adanya dokumen yang 
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belum lengkap, belum adanya persetujuan dari ahli waris yang 

bersangkutan, atau masih menunggu dokumen dari RT/RW.  

2. Bagi Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur dan PemProv DKI 

Jakarta 

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur bersama Pemerintah Provinsi 

DKI Jakarta perlu menyusun petunjuk teknis (Juknis) atau Standar 

Pelayanan Surat Keterangan Ahli Waris (SKAW) secara terpadu, sehingga 

seluruh kelurahan di wilayah DKI Jakarta memiliki acuan yang sama 

mengenai persyaratan administrasi, mekanisme verifikasi, batas waktu 

pelayanan, format dokumen, serta tata cara penyelesaian kasus-kasus 

khusus, seperti ahli waris yang berdomisili di luar daerah, adanya 

perkawinan lebih dari satu, atau ahli waris yang telah meninggal dunia. 

3. Bagi Ketua RT dan RW 

Ketua RT dan RW domisili calon ahli waris perlu melakukan verifikasi 

administrasi awal terhadap seluruh dokumen sebelum menerbitkan surat 

pengantar kepada masyarakat. Verifikasi tersebut perlu disaksikan oleh 

pihak lain agar menjadi saksi kebenaran dan keabsahan dari seluruh 

dokumen mulai dari identitasi ahli waris, hubungan keluarga, status 

perkawinan, dan kelengkapan dokumen pendukung lainnya. 

4. Bagi Masyarakat 

Masyarakat sebagai pemohon wajib mempersiapkan seluruh dokumen 

persyaratan secara lengkap sebelum mengajukan permohonan Surat 

Keterangan Ahli Waris (SKAW), termasuk kepastian memastikan 

kesesuaian data kependudukan seluruh ahli waris dengan dokumen 

administrasi yang dimiliki. Masyarakat juga diharapkan memberikan 

informasi yang jujur mengenai silsilah keluarga dan status ahli waris 

kepada aparatur kelurahan guna menghindari munculnya sengketa hukum 

maupun permasalahan administrasi setelah SKAW diterbitkan. 

5. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini pada dasarnya berfokus pada penerapan prinsip akuntabilitas 

publik dalam pembuatan Surat Keterangan Ahli Waris (SKAW) di satu 
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kelurahan menggunakan pendekatan kualitatif. Oleh sebab itu, diharapkan 

penelitian selanjutnya dapat mengembangkan kajian yang relevan dengan 

penelitian ini, akan tetapi dengan isu yang dikaji berbeda dengan 

penelitian ini, seperti mengenai efektivitas digitalisasi pelayanan 

pembuatan SKAW, analisis faktor-faktor yang menyebabkan tingginya 

pengembalian berkas permohonan, maupun studi komparatif antar 

kelurahan atau kabupaten/kota lainnya, sehingga dapat diperoleh model 

pelayanan SKAW yang lebih efektif, terstandarisasi, dan dapat dijadikan 

rekomendasi dalam penyusunan kebijakan pelayanan administrasi 

kependudukan di tingkat pemerintah daerah. 
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